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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.15,2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bantul; Dinas Pendidikan Dasar 

Kabupaten Bantul; Dinas Pendidikan 
Menengah & Non Formal Kabupaten Bantul.  

Perubahan, peraturan daerah, 

pengelolaan,penyelenggaraan,   pendidikan.  

 
 

 

                                                             BUPATI BANTUL  

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

 

NOMOR    15     TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 

TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor  5/PUU-X/2012 serta diperlukannya 
pendidikan karakter sebagai jawaban atas dinamika 

perubahan dalam  dunia pendidikan, maka perlu 
dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah yang 

sudah ada; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik tanggal 
14 Agustus 1950 Nomor 59); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5410); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4769); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 
 
10. Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4863); 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 

2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 
 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 
tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 
Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

 
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah; 

 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian; 

 
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 
Seri D Nomor 5); 

 
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

68/KEP/2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai 
Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 

 
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

64/KEP/2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah; 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12); 
 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11); 
 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor  14); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 

2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001 Seri D Nomor 01) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 33); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 4); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  

dan 

BUPATI BANTUL  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 

2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor  11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. Bupati adalah Bupati Bantul. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah 

dan Kecamatan. 
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6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang 
pendidikan. 

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah. 
8. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, 

Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan 
yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. 

9. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat 
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 
sesuai dengan tujuan pendidikan. 

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang di dasar pada kekhususan 
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  

15. Pendidikan karakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan 
dalam pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani, 

rohani maupun budi pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya 
sehingga dapat mengurangi krisis moral. 

16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui 
pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 

dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 

(empat) tahun sampai 6 (enam) tahun. 
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18. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi 
anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk 

sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang 
sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada 
satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan 

Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar. 

22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam 

pada jenjang pendidikan dasar. 
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan 
dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 

yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama 
Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 

diakui sama atau setara SD atau MI. 
25. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pada jalur 

pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, 
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain 

yang sederajat. 
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai 
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 
MTs. 
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27. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang 
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam 
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs 

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama atau setara SMP atau MTs atau lanjutan dari hasil 

belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 
28. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai 
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 

MTs. 
29. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai 

lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 

MTs. 
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
31. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai 

kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus 

dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

33. Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan 
minimal 12 (dua belas) tahun atau hingga lulus jenjang pendidikan 

lanjutan yang harus diikuti oleh warga usia sekolah Kabupaten 
Bantul atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

34. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
35. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri 

atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan 

pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan 
taraf kehidupannya. 

36. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  yang selanjutnya disebut PKBM 
adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas 

dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat. 
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37. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 

diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan 
diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif 
daerah. 

38. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara 
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 
39. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 
masyarakat. 

40. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. 
41. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang 

memiliki keahlian di bidang pendidikan yang berbadan hukum dan 
bersifat nonkomersial. 

42. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Daerah. 
43. Komite Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Dewan 

Sekolah/Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang 
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau 
madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 

44. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bantul, penduduk 
luar Kabupaten Bantul, dan warga negara asing yang tinggal di 
daerah Bantul. 

45. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah 
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

46. Budaya membaca adalah kebiasaaan warga masyarakat yang 
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna 
untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi 

kehidupan. 
47. Budaya menulis adalah kebiasaaan warga masyarakat yang 

menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna 
untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan. 

48. Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat untuk 

melakukan inovasi dan kreasi, melakukan terobosan dan 
menemukan hal-hal baru, untuk meningkatkan kompetensi dirinya 
maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan. 

49. Budaya belajar adalah kebiasaaan warga masyarakat yang 
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna 

untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan. 
50. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaaan warga belajar 

menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif 

sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah. 
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51. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan 

usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan 
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 

 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan : 

a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
nilai keagamaan, nilai kultural, kearifan lokal dan kemajemukan 

bangsa; 
b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik 

dengan  sistem terbuka dan multi makna; 
c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; 

d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun karakter bangsa, mengembangkan kreativitas, 

kemandirian dan jiwa wirausaha peserta didik dalam proses 
pembelajaran;  

e. pendidikan diselenggarakan melalui pembentukan karakter yang 

terintegrasi dalam setiap mata pelajaran dan dilaksanakan dalam 
bentuk peningkatan iman dan taqwa; 

f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 

membaca, menulis, berhitung dan budaya kreatif bagi segenap warga 
masyarakat; 

g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 
dan pengendalian mutu layanan pendidikan; 

h. pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba; dan 
i. pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
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3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD mengalokasikan anggaran pendidikan 
agar sistem pendidikan nasional di daerah  dapat dilaksanakan 
secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah 

bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 
 

(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah 

APBD. 
 

(3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan : 
a. bantuan operasional pendidikan; 
b. anggaran dinas bagi program peningkatan kualitas pendidik, 

tenaga kependidikan dan sumber belajar masyarakat; dan 
c. kegiatan lainnya yang menunjang pendidikan. 

 

(4) Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat. 

 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 14 

 

(1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina dan 

melindungi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan 
berbasis keunggulan lokal. 
 

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan 

program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan tetap 

memperhatikan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan 
berbasis keunggulan lokal. 
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5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 24 

 

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat 
memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan pendidikan 
dan/atau program berbasis keunggulan lokal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat  
melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan pendidikan 

dan/atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi 
Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 

pendidikan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.  
 

6. Ketentuan Pasal 36 dihapus. 

 

7. Ketentuan BAB IX dihapus. 
 

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 90, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 90 

 

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat 
diselenggarakan pada semua jalur dan jenis kependidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
 

(2) Penyelenggara pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan 

pendidikan khusus dan/atau pendidikan umum. 
 

9. Ketentuan Pasal 97 dihapus. 

 

10. Ketentuan Pasal 98 dihapus. 
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11. Ketentuan Pasal 99 dihapus. 

 

12. Ketentuan Pasal 100 dihapus. 
 

13. Ketentuan Pasal 101 dihapus. 
 

14. Ketentuan Pasal 102 dihapus. 

 

15. Ketentuan Pasal 103 dihapus. 
 

 

16. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 106 

 

(1) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104  dikembangkan berdasarkan keunggulan 

Daerah di bidang niaga dan jasa berbasis industri kreatif, 
kewirausahaan, pendidikan karakter dan bidang lain sesuai 

perkembangan Daerah. 
 

(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal harus diperkaya 

dengan muatan pendidikan kejuruan dan/atau pendidikan karakter 
yang terkait dengan keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 
 

17. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 110 

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di 

negara asal dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah. 
 

(2) Penyelengaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di 

Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan. 
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(3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dilaksanakan dengan syarat : 
a. memperoleh izin Menteri; 
b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan; 

c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi 
peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara 
Indonesia; 

d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; 
e. membuat laporan penyelenggaraan pendidikan kepada  Bupati; 

f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

18. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 115 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 115 

 

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya; 
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi; 
d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya; 
e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan 

lain yang setara; dan  
f. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajar 

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas 

waktu yang telah ditetapkan. 
 

(2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan dalam Daerah. 
 

 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian hak peserta 
didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 

lanjut oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 
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19. Ketentuan Pasal 155 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 155 

 

(1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan 
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendidikan. 
 

(2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan 
profesional. 

 

(3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan 

memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, 
kritik, dan aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan. 

 

(4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, 
elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis 

sebagaimana pertanggungjawaban publik. 
 

(5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas: 

a. pakar pendidikan; 
b. penyelenggara pendidikan; 

c. pengusaha; 
d. unsur organisasi profesi; 
e. unsur dari satuan pendidikan berbasis kekhasan agama atau 

sosial budaya; 
f. unsur dari satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 

dan/atau 
g. unsur dari organisasi sosial kemasyarakatan. 

 

(6) Rekruitmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui 

pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman. 
 

(7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun 

dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
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(8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila: 

a. mengundurkan diri; 
b. meninggal dunia; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau 

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 
berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 
 

(9) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal, paling sedikit 7 (tujuh) 
dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 
 

(10) Ketua dan sekretaris atau pengurus lainnya dipilih dari dan oleh para 
anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan 
suara. 

 

(11) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari: 
a. Pemerintah Daerah; 

b. masyarakat; 
c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 

d. sumber lain yang sah. 
 

20. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 156 

 

(1) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota kabupaten. 
 

(2) Bupati membentuk panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan. 
 

(3) Bupati menetapkan anggota Dewan Pendidikan  atas dasar usulan 

panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan. 
 

(4) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul.  

 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014 

 

BUPATI BANTUL 

 

          ttd 

 

 

SRI SURYA WIDATI 

 

Diundangkan di Bantul 

pada tanggal 08 SEPTEMBER 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 

                          ttd 

 

 

                RIYANTONO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 15 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7/2014) 
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TAMBAHAN 

LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL 
No.42,2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bantul; Dinas Pendidikan Dasar 
Kabupaten Bantul; Dinas Pendidikan 

Menengah & Non Formal Kabupaten Bantul.  

Perubahan, peraturan daerah, 

pengelolaan,penyelenggaraan,   pendidikan.  

  

 
PENJELASAN 

 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
NOMOR    15    TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN  PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN 

 

I. UMUM 
Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik  agar 

menjadi manusia  yang beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah  perlu mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi 

pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Seiring dengan perkembangan zaman, Pasal 50 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional banyak 

mendapat pertentangan di kalangan masyarakat karena terjadi 

diskriminasi dalam memperoleh akses pendidikan. Hal tersebut 

menimbulkan polemik yang cukup tajam sehingga masyarakat 

mengajukan judicial review atas pasal tersebut. Dan lahirlah Keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa 

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 

Atas dasar tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 tentang revisi sekolah dengan 

izin sekolah RSBI menjadi sekolah reguler. 

Untuk itu, agar dapat menjamin terlaksananya pengelolaan dan 

penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang efektif, berdaya guna, tepat 

sasaran dan tepat tujuan  sesuai dengan  nilai-nilai agama, adat, budaya 

dan kearifan  lokal yang ada dalam masyarakat Kabupaten Bantul, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu disempurnakan. 

 

I. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Angka 2 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Angka 3 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan di APBD 

meliputi belanja modal, belanja barang, belanja 

pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan 

keuangan dan belanja hibah. 
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Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya 

yang menunjang pendidikan, antara lain: 

a. Pemenuhan program sanitasi sekolah 
b. Subsidi silang bagi siswa miskin yang 

belum terjangkau Bantuan Siswa Miskin 

(BSM) 
c. Penunjang program  Festival Lomba Seni 

Siswa Nasional (FLSSN). 
Ayat (4) 

Cukup jelas 

 

Angka 4 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Angka 5 

Pasal 24 

Cukup jelas 

Angka 6 

Cukup jelas 

Angka 7 

Cukup jelas 

Angka 8 

Pasal 90 

Cukup jelas 

Angka 9 

Cukup jelas 

Angka 10 

Cukup jelas 

Angka 11 

Cukup jelas 

Angka 12 

Cukup jelas 
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Angka 13 

Cukup jelas 

Angka 14 

Cukup jelas 

Angka 15 

Cukup jelas 

Angka 16 

Pasal 106 

Cukup jelas 

Angka 17 

Pasal 110 

Cukup jelas 

Angka 18  

Pasal 115 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Bahwa setiap peserta didik harus diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan bakat yang 

dimiliki, minat dan kemampuan dibidang 

akademik dengan diberikan pelayanan dan 

fasilitas untuk mengembangkannya. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Angka 19 

Pasal 155 

Cukup jelas 

Angka 20 

Pasal 156 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 42 

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

 

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603  

 

 

 

 

 

 


